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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07 TAHUN 2017 

 TENTANG  

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN  

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) dan 

Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam 

dan Batubara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6012); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 289); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA 

PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini  yang dimaksud dengan: 

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di 

alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta 

susunan kristal teratur atau gabungannya yang 

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

2. Mineral Logam adalah Mineral yang unsur utamanya 

mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya 

bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.  

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan 

yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-

tumbuhan. 

4. Steam (Thermal) Coal adalah batubara yang digunakan 

sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin 

uap pada industri. 

5. Coking (Metallurgical) Coal adalah batubara yang 

digunakan pada industri peleburan logam atau 

metalurgi. 

6. Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut 

HPM Logam adalah harga mineral logam yang ditentukan 

pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara 

Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang 

Mineral Logam. 

7. Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disingkat  

HMA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata 

publikasi harga Mineral Logam pada bulan sebelumnya 
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atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi 

sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga 

Mineral Logam. 

8. Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB 

adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik 

serah penjualan (at sale point) secara Free on Board. 

9. Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disingkat HBA 

adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga 

Batubara pada bulan sebelumnya. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu 

dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya 

untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang 

selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin 

Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan 

tahapan kegiatan operasi produksi. 

12. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang 

selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin 

usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin 

Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk 

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah 

izin usaha pertambangan khusus. 

13. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah 

perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan 

perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka 

penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan 

usaha pertambangan mineral. 

14. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian 

antara pemerintah Republik Indonesia dengan 

perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk 

melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 

15. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai 

kepemilikan saham langsung dengan pemegang Izin 
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Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, 

KK, atau PKP2B. 

16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara. 

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan 

batubara. 

 

Pasal 2 

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP 

Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi 

Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara 

dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang 

diproduksi wajib berpedoman pada HPM Logam atau 

HPB. 

(2) Kewajiban untuk berpedoman pada HPM Logam atau 

HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku 

bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP 

Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi 

Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara 

dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang 

diproduksi kepada Afiliasinya. 

(3) HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan mekanisme 

pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku 

umum di pasar internasional. 

 

Pasal 3 

HPM Logam dan HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan harga batas bawah dalam penghitungan 

kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP 

Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi 

Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK 

Operasi Produksi Batubara. 
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